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Ié'ROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SERANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

b.

~ WALIKOTA SERANG,
'bahwé dengan adanya perubahan paradigma rumah
sakit .dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-
ekonomik berdampak pada perubahan status rumah
sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka
perfu . adanya antisipasi dengan kejelasan tentang
peran. dan fungsi masing-masing pihak yang
berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit;
bahwa agar penyelenggaraan rumah sakit dapat
efektif, efisien, den berkualitas diperlukan aturan
dasar 'iyang mengatur hubungan dari pemilik rumah
sakit atau yang mewakili, direktur dan staf medis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
di ulsud dalam bhuruf a dan huruf b, periu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola
RumaIll Sakit Umum Daerah Kota Serang;

Undarilg—Unda.ng Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktﬂ'{ Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara
Repu’t!)'lik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rur Sah akit (LemMagars Repubidon esia
Tah 20un 09 Nomdiatdidahan Lamb Ne: zara
Republik Indonesia Nomor 5072);

PeratgLran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenag'a Keschatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lemb| an Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Endom'asia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lemba}tran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagzla.imana telah diubah dengan  Peraturan
Pémerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

T;a:mba‘iha.n o . Negara Republik Indonesia
Nomor 6402 Lembaran
Perat.1.|1ran Y Ment eri Kesel ha tan Nomor

971/MENKESPER/3> {1/2009 te nt ang S tandar
Komptgatensi Pejabat Struktural Kesehatan (Berita
Negara':t Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor;
755/MENKES/PER/IV /201 ltentang Penyelenggaraan
Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara
Repubf:]ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
'tentan!g Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
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11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
772/ IJ/IENKES /SK/V1/2002 tentang Pedoman
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
631/1\|/Icnkes/SKfIV/200=5 tentang Pedoman
Peratlran Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws)
di Rur Sakit;

13. 'PeratlLran Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan $Susunan Perangkat
Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang
Tah |un - 20@nosePpg aiman a tel @l diu bah
den; ga!x 1 oz rdbacKc sta Se :rang Nomo r 9
TahuxL 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan ISus'unan Perangkat Daerah Kota Serang

[Lemb%aran Lembaran Daerah Kota Serang Tahun

2020 Nomor 9j;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SERANG.

Dacrah adalah Kota Sq

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

erang.

2. Pemerintah Dacrah a
Pemerintahan Daerah‘

dalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
1

yang menjadi kewenajﬁlgan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Wal-il%ota Serang.
Dinas Kesehatan Kota{_ Serang yang selanjutnya disebut Dinas Keschatan

adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang kesehatan,

5. Rumah sakit adalah i::istitusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

nelavanan lrecehntan

L RIS N SEAEE SRASI PLESE IRTI A 1T e Praarrracd i alrae
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Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang yang selanjutnya disebut RSUD
Kota Serang adalah |Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD pada Dinas
Kesehatan Kota Serang.

Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) adalah peraturan
organisasi Rumah it (corporate bylaws) dan peraturan staf medis
Rumah Sakit (medsilc: staff bylaws) yang disusun dalam rangka
menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance) dan tata llelola klinis yang baik {good clinical governance).
Peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws) adalah aturan dasar yang

mengatur tata cara |penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan
internal korporasi ciami peraturan internal staf medis.
Peraturan internal korporasi (corporate bylaws) adalah aturan yang

|
mengatur agar tata Kelola korporasi {corporate governance) terselenggara

dengan baik melalu ;_‘])engaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan
komite medik di rumah sakit.

Peraturan internal Sté|1f medis {medical staff bylaws) adalah aturan yang
mengatur tata kelola klinis (clinical governance} untuk menjaga
proficsionalisme staf ml!edis di rumah sakit.

Direktur RSUD Kota  Serang vang selanjutnya disebut Direktur adalah
pemegang kekuasaan menajemen tertinggi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Keschatan, yang karena
jabatannya mempunyai tugas mengelola serta memimpin RSUD Kota

Serang ke dalam mau}‘)un ke haar.

Komite adalah unsur [organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk
menerapkan tata keloFa untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di RSUD
Kota Serang.
Jabatan Struktura! | adalah suatu kedudukan yang menunjukan

tugas tanggung jawab) wewenang dan hak seorang pegawai dalam
rangka memimpin suatu unit organisasi,

Tenaga keperawatan !adalah perawat dan/atau bidan yang melakukan
asuhan keperawatan dll RSUD Kota Serang.

Asuhan Keperawatan ziiclalah rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan
yang diberikan secara langsung kepada klien atau pasien di RSUD Kota

Serang.
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Dewan Pengawas Run‘lah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan
dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis
perumahsakitan yang| melibatkan unsur masyarakat.

Instalasi adalah merupakan unit pelayanan fungsional yang menyediakan
fasilitas dan menyclerlggarakan kegiatan pelayanan di RSUD Kota Serang.
Staf Medis Fmgsionail adalah kelompok dokter yang melakukan pelayanan
dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku
untuk menjalankan pt"ofesi masing-masing di RSUD Kota Serang.

Dokter adalah dokterjr dokter spesialis, dokter gigi, dan/atau dokter gigi
spesialis yang melakukan pelayanan medis di RSUD Kota Serang.
Kewenangan Klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis
untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan
rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan
penugasan klinis (climjcal ap pointment).

Penugasan Klinis {cii lical appointment) adalah penugasan kepala/direktur
rumah sakit kepada \seorang staf medis untuk melakukan sekelompok
pelayanan medis di n' mah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan
klinis yang telah ditetapkan baginya.

Kredensial adalah ;pro!s.es evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan
kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).

Rekredensial adalah |proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah

memiliki kewenangan klinis (clinical privilege} untuk menentukan
kelayakan pemberian icewenangana klinis tersebut.

Audit Medis adalah |upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu
pelayanan medis yan[g diberikan kepada pasien dengan menggunakan
rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.

Mitra Bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi
dan kompetensi profesi yang baik untuk meneclaah segala hal yang terkait

dengan profizsi medis.

BAB II
RSUD KOTA SERANG
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Alamat RSUD Kota Sérang yaitu Jalan Raya Jakarta Km4 Lingkungan Kp.

Baru RT 02 RW 11 Serang - Banten 42124 Telp, (0254) 7932007 website

https:// rsud.sérangkéta.g-o.id;

Visi RSUD Kota Serang adalah terwujudnya rumah sakit yang diminati

karena pelayanan yan'g mumpuni;

Misi RSUD Kota Serang adalah :

a. melayani masyarak‘f':lt dengan sepenuh hati;

b. meningkatkan peldyanan pada rawat jalan, rawat inap dan fasilitas
rujukan; |

¢. meningkatkan fasﬂitas sarana dan prasarana Rumah Sakit;

d. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia; dan

e. meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan Standard Operasional
Prosedur.

Motto RSUD Kota Sérang yaitu :"Bekerjalah seperti yang seharusnya,

bukan seperti yang 'biélsanya”;

Semboyan/Nilai Organisasi RSUD Kota Serang Yaitu “WARAS” Kabeh:

a.Wibawa

b.Akuntabilitas

¢. Responsif

d.Amanah

e.Santun .

Loge rumah sakit ini adalah:

Lambang Kota Serang berbentuk persegi enam heksagonal dengan gambar
utama gerbang kaibon dan satu bintang, sedangkan pada pitanya tertulis
motto atau semboyan ‘Kota Serang Madani’ yang secara filosofis Madani
merupakan bentuk kemandirian suatu daerah. Madani memberikan arti
luas untuk pengayoman masyarakat, civili society yang mengedepankan
musyawarah untuk mufakat, serta berbudaya.

Pasal 3
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(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD Kota Serang mempunyai
hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan

(1)

(2

3)

Kota Serang.

Pasal 4

RSUD Kota Serang niempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna

Strategi RSUD Kota: Serang yaitu mengoptimalkan potensi Sumber
Daya Manusia (SDM) dengan dukungan pemangku kebijakan (stakeholden

untuk memenuhi standar pelayanan yang ditentukan sehingga

terwujud pelayanan yang paripurna.

Kebijakan Strategi ya.iij:u:

a. mengutamakan konﬁunikasi efektif;

b. meningkatkan kendali mutu pelayanan Rumah Sakit;

c. pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana Rumah Sakit;

d. meningkatkan kzompetensi sumber daya  manusia
berkesinambungan;

e. penyediaan sistem informasi sesuai perkembangan teknologi;

f. pengembangan ;proéram pelayanan unggulan;

g pengelolaan keuangan secara akuntabel; dan

h. mendukung program nasional.

Pasal 5

secara

Fungsi RSUD Kota Serang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, yaitu:

a. penyelenggaraan ;pelayénan medis dan nonmedis;

b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;

¢. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;

d. penyelenggaraan pelayanan rujukamn,

. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

f. penyelenggaraan peneclitian dan pengembangan; dan

g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BABIII
DEMIT T PSS IFOVTA SERANC



| Pasal7

(1) Pemerintah Dacrah bg’:rtanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta
kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai yang diharapkan dan
diinginkan masyarakat;

(2) Pemerintah Daerah bértanggung jawab menutup defisit anggaran rumah
sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit
secara independen;

(3) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain,
termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan
rumah sakit;

(4) Pembiayaan Rumah Sakit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Serang.

Pasal 8
Pemerintah Daerah 'memiiliki wewenang :
a. menentukan kebijakan umum RSUD Kota Serang;
b. mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas sesual dehgan peraturan
perundang-undangan; .
c. mengangkat dan memberhentikan Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang,
Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi RSUD Kota Serang.

BAB 1V
PENGELOLAAN RSUD
KOTA SERANG

_ Pasal 9
(1) Pengelolaan RSUD Kota Serang dilakukan oleh Direktur.
{2) Susunan Organisasi RSUD Kota Serang terdiri atas:
a. Direktur;
b. Bagian Ad.tninistraé.i Umum dan Keuangan:
1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Subbagian Keuangan;
2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Pelayanan:
1. Seksi Pelayanan Medis;

oy ma - m— oA i - - w g



e. Bidang Keperawata.ﬁ:
1. Seksi Asuhan Keﬂeraw&tan;
2. Seksi Pengemban;gan Mutu Keperawatan.
f Komite; :
g Instalasi; _
h. Satuan Pemeriksa Internal (SPI);

1. Dewan Pengawas.

Pasal 10

(1) RSUD Kota Serang dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan
pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan setara esselon Illa,
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang jabatan struktural esselon IILb atau
setara dengan jabatan administrator, dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

{3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural esselon
IV.a atau setara dengan jabatan pengawas, dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian/Kepala
Bidang.

Bagian Kesatu
Direktur

| Pasal 11

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dijabat oleh
seorang tenaga medis atau secorang dokter yang mempunyai kemampuan
dan keahlian di 'bidang perumahsakitan yang memenuhi kompetensi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Direktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan
dalam pengelolaan RSUD Kota Serang dan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang dilaksanakan secara terpadu
dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya
keschatan rujukan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1)

2

(3)

(4)
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C. penyclenggaraan peiayanan di bidang kesehatan; dan

d. pembinaan, pengoo}dinasian, pengendalian, pengawasan, program, dan
kegiatan RSUD Kotai Serang.

Dalam melaksanakarfl fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengoordinasikan pelayanan  ketatausahaan, perencanaan, dan
keuangan,;

b. mengoordinasikan pelayanan medik;

¢ mengoordinasikan pelayanan dan asuhan képerawatan;

d. mengoordinasikan pelayanan penunjang medik dan nonmedik;

e. mengoordinasikan pelayanan rujukan medik, nonmedik, dan lainnya;

f mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

g mengoordinasikan  pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan
pemasaran; .

h. mengoordinasikan ;ﬁengelolaan promosi, hukum, dan kehumasan;

i. mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana; dan

j. mengoordinasikan pengelolaan aset.

| Bagian Kedua
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

: Pasal 12
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian. |
Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah seorang vang
memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana {$-1) yang memenuhi
kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Bagian Adminiétrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas membantu Direktur dalam perumusan kebijakan
teknis di Administrasi Umum dan Keuangan, serta melaksanakan
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan tugas dibagian Administrasi Umum dan Keuangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi
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. perencanaarn ;progr;am ketatausahaan, sumber daya Rumah Sakit,

administrasi kepegawaian, aset, penyusunan anggaran dan keuangan,
pelaksanaan progr;'-,lm ketatausahaan, sumber daya Rumah Sakit,
administrasi kepegawaian, penyusunan anggaran dan keuangan Rumah
Sakit; 3

. pendistribusian tﬁgas kepada bawahan di lingkungan Bagian

Administrasi Umum dan Keuangan sesuai peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sesuai peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas; :

pengoordinasian kegiatan penyusunan anggaran dan kevlangan Rumah
Sakif, baik dengan internal maupun eksternal Rumah Sakit;

g pengoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan dan

penelaahan hukum Rumah Sakit;

h. pengoordinasian kehumasan dan keprotokolan rumah sakit, baik secara

L

internal Rumah Sakit maupun eksternal Rumah Sakit;

pengawasan dan ex;aluasi program ketatausahaan, sumber daya Rumah
Sakit, administrasi’ kepegawaian, penyusunan anggaran dan Keuangan
Rumah Sakit; |

penyusunan pe'reﬁcanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana

kantor dan prasarana rumah tangga Rumah Sakit;

. pelaksanaan koor@iinasi kegiatan Bagian Administrasi Umum dan

Keuangan dengan bidang lain baik di lingkungan internal maupun di
lingkungan eksternal rumah sakit; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis dan program kerja dibagian Administrasi

Umum dan Keuangan;

b. merencanakan dan melaksanakan program ketatausahaan, sumber daya

Rumah Sakit, dan administrasi kepegawaian;
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d. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan anggaran
dan keuangan Rumah Sakit, baik dengan internal Rumah Sakit maupun
eksternal Rumah Sakit;

e. memberikan tugas kepada bawahan dibagian Administrasi Umum dan
Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing
untuk kelancaran pélaksanaan tugas;

f. melaksanakan bimbingan kepada bawahan dibagian Administrasi
Umum dan Keuangan sesual tugas dan tanggungiawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib;

g. mengoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan dan
penclaahan ﬁhukum.di Rumah Sakit;

h. mengoordinasian fkehumasan dan Kkeprotokolan Rumah Sakit, baik
secara internal malipun eksternal Rumah Sakit;

i. mengawasi dan mengevaluasi program ketatausahaan, sumber daya
Rumah Sakit, adﬁlhlistraS'i kepegawaian, penyusunan anggaran dan
keuangan Rumah Sakit;

j- melaksanakan koordinasi kegiatan Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan serta bidang lain baik di lingkungan internal maupun di
cksternal Rumah Sélkit; dan

k. melaksanakan 'tuga:s—tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam menjalankan

tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.

Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan membawahi:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangé!m; dan

¢. Subbagian Progratﬁ, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 13
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian.

Kepala Subbagian berlatar belakang pendidikan minimal Sarjana (S-1)
yang mementthi kompetensi sesulai dengan peraturan perundang-
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(4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

©)

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas
sebagai berikut : _
a. merencanakan dan fmelaksanakan. kegiatan pengelolaan ketatausahaan,

aset dan kepegawaié.m

. melaksanakan koordinasi dengan unit Kerja/instalasi terkait dalam

pengelolaan ketatausahaan, aset dan kepegawaian;
melaksanakan tugas menjaga keamanan, kebersihan dan keindahan
lingkungan rumah sakit;

. menyiapkan bahan wusulan pensiun, kebutuhan diklat pegawai,

kebutuhan pegawai, dan membuat data nominatif pegawai serta daftar
urut kepangkatan.

. melaksanakan  petigelolaan  administrasi  Kepegawaian  meliputi

penyusunan bahan kenaikan pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala,
Sasaran Kinerja Pegawai dan mutasi staf pelaksana di lingkungan RSUD
Kota Serang, penerimaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan

karier serta pemberhentian pegawai;

. menindaklanjuti dan mengelola administrasi pengaduan rumah sakit,

baik secara internal maupun eksternal Rumah Sakit;

. membagikan tugas kepada bawahan di lingkungan umum dan

kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing

untuk kelancaran ;:faelaksanaan tugas;

. melaksanakan bimbingan kepada bawahan di lingkungan Subbagian

umum dan kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekérjaan berjalan tertib;

melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan;

j. melaksanakan koordinasi dengan instalasifunit kerija terkait kebutuhan

sumber daya manusia, pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya
bertatiggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan.

Paragraf2
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Kepala Subbagian Keuangan berlatar belakang pendidikan minimal
Sarjana (S-1) yang E;Irnemenuhi kompetensi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Subbagian keuangan mempunyai fungsi untuk mengelola

keuangan, pengawas;em dan pengendalian serta bertanggung jawab

terhadap kelancaran kegiatan serta tugas-tugas lajinnya dari atasan
langsung. _

Dalam melaksanakané tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Kepala Subbagian Keﬁangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun prograxﬁ kerja dan rencana sumber daya di Subbagian
keuangan,

b. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis di Subbagian keuangan;

¢. melaksanakan pcnée‘lolaan keuangan Rumah Sakit;

d. melaksanakan verifikasi dan akuntansi Rumah Sakit;

e. melaksanakan koordinasi dalam rangka mobilisasi dana Rumah Sakit;

f menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan
mobilisasi dana; .

g membagikan tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian keuangan
sesulai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksahaan tugas;

h. melaksanakan bimbingan kepada bawahan di lingkungan Subbagian
keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib;

i. melaksanakan ;peﬁgawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
program keuangan;:

j- melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi
lain di Subbagian keuangan; dan

k. melaksanakan 'tugés--tugas lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Subbagian Keuangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Paragraf 3
Subbagian Program, Evaluast dan Pelaporan
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(2) Kepala Subbagian 'bezrlatar belakang pendidikan minimal Sarjana (S-1)
yang memenuhi ko:‘mpetensi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Kepala Subbagian 'Pr:c:gram, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi
merencanakan opera:sionalisasi kerja, mengawasi, mengevaluasi dan
melaporkan tugas di éubbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Dalam melaksanakan !: tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {3),
Subbagian Program, vaa.luasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

a. menyusun prograrﬁ kerja dan rencana sumber daya di Subbagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan;

b. menyusun rencana bisnis dan anggaran Rumah Sakit;

c. mengoordinir dan ‘menyusun profii Rumah Sakit, laporan bulanan,
triwulanan, semesteran dan tahunan baik kinerja maupun keuangan
Rumah Sakit, laporan akuntabilitas kinfrja instansi pemeérintah dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas
Kesehatan; ‘

d. membagikan tugas kepada bawahan di Subbagian perencanaan déngan

 tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan 'bim’i)inga.n kepada bawahan di lingkungan perencanaan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib; .

f. mengevaluasi targét pencapaian pendapatan asli daerah yang berasal
dari rumah sakit, dan

g melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

(5) Kepala Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam menjalankan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum
dan Keuangan. |

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan

Pasal 16
(1) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
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(3) Kepala Bidang Pelaéranan mempunyai fungsi melaksanakan tugas
membantu Direktur dalam merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan

(4)

®)

(6)

koordinasi serta ;peng&iwasan dan pengendalian di bidang pelayanan.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala

Bidang Pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis dan program kerja di bidang pelayanan;

b.

menyusun pcrenc.énaan anggaran tahunan den sarana prasarana di
bidang pelayanan;’

melaksanakan prcf_gram kerja di bidang pelayanan;

mengoordinasikan? kegiatan dipelayanan medis, pelayanan penunjang
medis, dan instalasi yang dibawahinya;

mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis,
pelayanan penunjang medis, dan instalasi yang dibawahinya;
menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur bagi
pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis, dan instalasi yang
dibawahinya;

menyusun pengembangan pelayanan medis dan pelayanan penunjang
medis;

melaksanakan koordinasi dengan organisasi, instansi, dan/atau
lembaga lain yang terkait dengan kegiatan dan pelaporan di bidang
pelayanan;, |

membagikan tug&fs kepada bawahan di lingkungan bidang pelayanan
sesuai dengan -tugas dan tanggung jawab masing-masing;
melaksanakan bimbingan kepada bawahan di lingkungan bidang
pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
mengawasi mengéndalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di
bidang pelayanan;

melaksanakan koordinasi kegiatan hbidang pelayanan dengan bidang
lin baik di ingkungan internal maupun <ksternal Rumah Sakit; dan

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan. |
Kepala Bidang Pelayanan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab
kepada Direktur;

Kepala Bidang Pelayanan membawahi:

a. Seksi Pelayanan Medis;



(1)
(2)

(3)
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Paragraf 1
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 17

Secksi Pelayanan Medisf dipimpin oleh Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Medis adalah seorang tenaga medis yang memiliki

latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S-1) yang memenuhi

kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pelay;inan Medis mempunyai fungsi melaksanakan

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan

pelayanan medis.

Dalam melaksanakan: fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala

Seksi Pelayanan Medis mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a Mmenyusun program kerja pelayanan medis;

b. menyusun rencané kebutuhan anggaran, sumber daya dan sarana
pelayanan medis;

c. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan
pelayanan medis;

d. menyusun dan merigelola tata laksana pengadaan dan distribusi sumber
daya pelayanan medis;

e. melaksanakan koordinasi dengan seksi dan bidang/bagian di
lingkungan RSUD Kota Serang, organisasi, instansi, dan/atau lembaga
lain yang terkait dengan kegiatan pelayanan medis;

f. membagikan tugas kepada bawahan dibagian pelayanan medis sesuai
dengan tugas clan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;fg

g melaksanakan bimbingan kepada bawahan di bagian pelayanan medis
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib;

h. mengawasi pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

i melakukan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Seksi Pelayanan Medis dalam menjalankan tugasnya bertanggung

jawab Kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Thon s it 3 FF
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Kepala Seksi Pelayan'an Penunjang Medis adalah seorang berpendidikan
minimal Sarjana (S-1} di bidang kesehatan yang memenuhi kompetensi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian

kegiatan pelayanan _pénun jang medis.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai rincian tugas sebagai
berikut: '

a. menyusun program kerja pelayanan penunjang medis;

b. menyusun rencana kebutuhan anggaran, sumber daya, dan sarana
pelayanan penunjang medis;

¢, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan
pelayanan penunjaﬂg medis;

d. menyusun dan mengelola tata laksana penyelenggaraan, pengadaan dan
distribusi pelayanan penunjang medis;

e. melaksanakan koordinasi dengan seksi dan bidang/bagian di
lingkungan RSUD Kota Serang, organisasi, instansi, dan/atau lembaga
lain yang terkait deﬁgan kegiatan pelayanan penunjang medis;

f. membagikan tugas kepada bawahan di lingkungan penunjang medis
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

g melaksanakan bimbingan kepada bawahan di seksi pelayanan
penunjang medis sesuai dengan_. tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib;

h. mengawasi pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

i melakukan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis dalam menjalankan tugasnya

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Bagian Keempat
Bidang Pemunjang

Pasal 19
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(3} Kepala Bidang Pen!unjang mempunyai fungsi melaksanakan tugas
membantu Direktur dalam merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan
koordinasi serta ;peng’fawasan dan pengendalian di bidang penunjang.

(4)

Dalam melaksanakaﬁi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Bidang Penunjang mempunya.i rincian tugas sebagai berikut:

a.

b.
C
d.

il

menyusun kebijakan teknis dan program kerja di bidang penunjang;
menyusun perencanaan anggaran tahunan di bidang penunjang;
melaksanakan program kerja di bidang penunjang;

mengoordinasikan kegiatan di seksi sarana prasarana, penunjang
nonmedis, dan instalasi yang dibawahinya;

mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan sarana prasarana,
penunjang nonmedis, dan instalasi yang dibawahinya;

menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur di
seksi sarana prasarana, penunjang nonmedis, dan instalasi yang
dibawahinya;

menyusun pengelﬁbangan sarana prasarana, penunjang nonmedis dan
instalasi yang dibawahinya;

memantau dan :niengevaluasi pelaksanaan kegiatan di seksi sarana
prasarana, penun jéng nonmedis dan instalasi yang dibawahinya;
melaksanakan koordinasi dengan organisasi, instansi, dan/atau
lembaga lain yang terkait dengan Kegiatan dan pelaporan di bidang
penun jang;

membagikan 'tugaé kepada bawahan di lingkungan bidang penunjang
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
melaksanakan b.ilﬁbingan pada tugas yang diberikan kepada bawahan
di lingkungan bidang penunjang sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing;

mengawasi mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di
bidang penunjang; |

melaksanakan koordinasi kegiatan bidang penunjang dengan
bagian/bidang lain baik di lingkungan internal maupun eksternal
Rumah Sakit; dan’

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

(5) Kepala Bidang Penunjang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab
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b. Seksi Penunjang Nénmedis; dan
¢ Instalasi-Instalasi,
| Paragraf 1

Seksi Sarana Prasarana,

Pasal 20

Scksi Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Kepala Seksi Sarana Prasarana adalah seorang berpendidikan minimal

Sarjana (S-1) yang memenuhi kompetensi sesuai dengan peraturan

perundang-undanganﬁ

Kepala Seksi Sarana Prasarana mempunyai fungsi melakukan

perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian

sarana prasarana Rumah Sakit,

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala

Seksi Sarana Prasarana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyusun program Kerja seksi sarana prasarana;

b. menyusun :rencanei kebutuhan anggaran dan sumber daya sarana
prasarana;

¢. mengumpulkan, mengolah data dan mengevaluasi usulan rencana
pengadaan dan menginventarisasi dalam rangka pengelolaan sarana
prasarana Rumah Sakit;

d. melakukan pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan perencanaan dan
pengembangan pembangunan Rumah Sakit;

€. memantapkan koordinasi pengawasan pengguhaan sarana prasarana
dengan organisasi, instansi, dan/atau lembaga lain yang terkait;

f. membagikan tugas kepada bawahan di lingkungan seksi sarana prasana
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

g melaksanakan bimbingan kepada bawahan di lingkungan seksi sarana
prasarana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib;

h. mengawasi pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Seksi Sarana Prasarana dalam menjalankan tugasnya bertanggung
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_ Paragraf 2
'Seksi Penunjang Nonmedis

| Pasal 21

Seksi Penunjang Nonmedis dipimpin oleh Kepala Seksi.

Kepala Seksi Penunjang Nonmedis adalah seorang berpendidikan minimal

Sarjana (S-1) yang memenuhi kompetensi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.:

Kepala Seksi Penuhjang Nonmedis mempunyai fungsi melakukan

berencanaan, pengadaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian

penunjang nonmedis.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala

Seksi Penunjang Nonmedis mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyusun program kerja Seksi Penunjang Nonmedis;

b. menyusun rencana-kebutuhan anggaran, sumber daya, sarana di seksi
nonmedis, promosi kesehatan dan informasi;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, evaluasi dan
monitoring mutu pada bidang penunjang nonmedis meliputi
penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan
standar operasional prosedur pelayanan di Instalasi dibawah Seksi
Penunjang nonmedis;

d. menyusun dan perencanaan pengadaan kebutuhan dan distribusi
sarana nonmedis;

e. melaksanakan program promosi Kesehatan dan koordinasi dengan
instansi dan/atau Iémbaga lain terkait kegiatan promosi Rumah Sakit;

f melaksanakan koordinasi dengan organisasi, instansi, dan/atau
lembaga lain yang terkait dengan kegiatan dan pelaporan;

g membagikan tugas kepada bawahan di lingkungan seksi penunjang
nonmedis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan bimbingan kepada bawahan di lingkungan penunjang
nonmedis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib;

i mengawasi pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan



1)
@)

(3)

(4)

()

-22-

Bagian Kelima
Bidang Keperawatan

Pasal 22
Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Keperawatan adalah seorang tenaga keschatan dengan latar

belakang pendidikan minimal sarjana (S-1) yang memenuhi kompetensi
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang  Keperawatan diutamakan seorang tenaga
keperawatan/kebidanan.

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai fungsi melaksanakan tugas

membantu Direktur dalam merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan

koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang keperawatan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepaia

Bidang Keperawatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis dan program kerja di bidang keperawatan;

menyusun perencanaan anggaran tahunan di bidang keperawatan;

b
¢. melaksanakan program kerja di bidang keperawatan;
d

mengoordinasikan kegiatan di Asuhan Keperawatan, pengembangan
mutu keperawatan dan instalasi yang dibawahinya;

e. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan asuhan
keperawatan, pengembangan mutu keperawatan dan instalasi yang
dibawahinya; |

f menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur bagi
asuhan keperawatan, pengembangan mutu keperawatan dan instalasi
yang dibawahinya; -

g menyusun pengembangan asuhan keperawatan, pengembangan mutu
keperawatan dan ihsta.lasi yang dibawahinys;

h. memantau dan ' mengevaluasi pelaksanaan kegiatan asuhan
keperawatan, pengembangan mutu keperawatan dan instalasi yang
dibawahinya;

i. melaksanakan koordinasi dengan organisasi, instansi, dan/atau
lembaga lain yang terkait dengan Kegiatan dan pelaporan di bidang
keperawatan; |
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l. mengawasi mengéndalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di
bidang keperawatan;,

m. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang keperawatan dengan
bagian/bidang lain baik di lingkungan internal maupun eksternal
Rumah Sakit; dan

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Bidang Keperawatan dalam menjalankan tugasnya bertanggung

jawab kepada Direktur.

Kepala Bidang Keperawatan membawahi:

a. Seksi Asuhan Kepefa.'watan;

b. Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan; dan

c. Instalasi-Instalasi.

Paragraf 1
Seksi Asuhan Keperawatan

Pasal 23
Seksi Asuhan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi.
Kepala Seksi Asuhan Keperawatan adalah seorang tenaga kesehatan
berpendidikan minimal Sarjana ($-1} yang memenuhi kompetensi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Seksi Asuhan Keperawatan diutamakan seorang tenaga
keperawatan/kebidanan.
Kepala Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai fungsi melaksanakan
perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi asuhan
keperawatan. _
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala
Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan bimbingan terhadap penerapan standar operasional
prosedur pelayanan keperawatan dan pendokumentasian;
b. melaksanakan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar
operasional prosedur yang telah ditetapkan;
e melaksanakan pemantauan, evaluasi den program asuhan keperawatan;
d. menyiapkan rencana program tahunan di lingkup tugas; dan
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Paragraf 2
Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan

Pasal 24
Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan adalah seorang tenaga
kesehatan berpendidikan minimal Sarjana (S-1} yang memenuhi
kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan diutamakan seorang
tenaga keperawatan/kebidanan.
Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan mempunyai fungsi
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan
evaluasi pengembangan mutu keperawatan.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala
Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. menyusun perencahaan, pengembangan dan pengendalian terhadap
kegiatan dan sumber daya keperawatan.
b. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap etika,
mutuy, dan standar pelayanan keperawatan. )
c. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pendidikan dan pelatihan
keperawatan. :
d. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
keperawatan.
e. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keperawatan.
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Keperawataii. '_
Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan dalam menjalankan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Bagian Keenam
Komite

Pasal 25
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Pembentukan K.c:’mite?_i ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah
Sakit, sekurang—kmaﬁgnjya terdiri dari :

a Komite Medis;

b. Komite Etik dan Hukum;

¢. Komite cherawatah;

d. Komite Mutu; :

e. Komite Pencegahang dan Pengendalian Infzksi;

f Komite Farmasi dan Terapi; dan

g Komite Tenaga Kesehatan lain.

Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Komite dipimpin oleh secorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan
dengan Keputusan Dii'ektur.

Pembentukan dan perubahan jumlah jenis Komite ditetapkan dengan
Keputusan Direktur.

Paragraf 1

Komite Medis

Pasal 26
Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a
dibentuk oleh Direktuf.
Masa kerja Komite Medis adalah 3 {tiga) tahun.
Susunan organisasi Komite Medis terdiri dari:
a. Ketua; E
b. Sekretaris; dan
¢. Anggota. .
Keanggotaan Kornité Medis  ditetapkan oleh Direktur dengan
mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku.
Jumlah keanggotaan Komite Medis disesuaikan dengan jumlah staf medis
di rumah sakit.
Anggota Komite Medis terbagi ke dalam Subkomite.

Pasal 27

(1} Ketua Komite Medis dipilih secara demokratis oleh semua kepala instalasi
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(3) Anggota Komite Medis terdiri atas semua kepala instalasi dan/atau yang
mewakili. '
Pasal 28

Komite Medis Sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 26 memiliki tugas sebagai

berikut :

a membantu Direktur 'nienyusun standar pelayanan medis dan memantau
pelaksanaannya;

b. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;

¢. mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis;

d. membantu direktur menyusun Medical Staff Bylaws dan memantau
pelaksanaannya; '

e. melakukan koordinasi dengan kepala bidang pelayanan dalam
melaksanakan pemantéuan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok
staf medis;

f. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatthan serta
penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;

g melakukan monitoring dan evaluasi mufu pelayanan medis antara lain
monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat, farmasi dan teraps,
ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis, fissue review,
mortalitas dan morbiditas, medical care review/ peer review/ audit medis;

h. melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur paling sedikit
setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperiukan.

Pasal 29

{1) Rapat rutin Komite Medis dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan. '

(2} Rapat Komite Medis dengan semua kelompok staf medis dan atau dengan
semua tenaga dokter dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

{3) Rapat Komite Medis dengan Direktur dilakukan minimal 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan. |

{4} Rapat darurat, diselénggarakan untuk membahas masalah mendesak
dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 30
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b. Subkomite Mutu Profesi yang berfungsi melaksanakan kebijakan Komite
Medis di bidang mutu dan profiesi medis; dan

c. Subkomite Etika dan Disiplin Profesi yang berfungsi melaksanakan
kebijakan Komite Medis di bidang etika dan disiplin profesi medis.

Paragraf2
. Komite Etik dan Hukum

Pasal31

{1} Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf b dibentuk oleh Direktur.

(2} Masa kerja Komite Etik dan Hukum adalah 3 (tiga) tahun.

(3) Susunan organisasi Komite Etik dan Hukum terdiri dari:
a. Ketua;
b, Sekretaris; dan
¢. Anggota,

(4) Keanggotaan Komite Etik dan Hukum diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur. |

(5) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dibentuk Subkomite Etik Penelitian sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

Komite Etik dan Hukum. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memiliki

fungsi sebagai berikut:

a. pengelolaan data dan irifonnasi terkait etika RSUD Kota Serang;

b. pengkajan etika da.n hukum perumahsakitan, termasuk masalah
profesionalisme, interkolaborasi, pendidikan, dan penelitian serta nilai-nilai
bioetika dan humaniora;

c. sosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan
pedoman etika pelayanan;

d. pencegahan penyimpangan Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct)
dan pedoman Etika Pelayanan;

e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Etik dan Perilaku
(Code of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan; dan
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Pasal 33

Komite Etik dan Hukum RSUD Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 memiliki tugas sebagai berikut:

a.
b.

C.

d.

)

2

3

menyusun panduan Etik dan Perilaku {Code of Conduct);
menyusun pedoman Etika Pelayanan;

membina penerapan Etika Pelayanan, Etika Penyelenggaraan, dan hukum

perumahsakitan;

mengawasi pelaksanaan penerapan Etika Pelayanan dan  Etika
Penyelenggaraan,;

memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan
internal kasus pengaduan hukum;

mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa
{alternative dispute resolution) dan/atau advokasi hukum kasus pengaduan

hukum;

menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat
diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi
di RSUD Kota Serang;

. memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai kebijakan, peraturan,
pedoman dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum.

memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian
bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia di RSUD Kota
Serang; dan

melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur paling sedikit
setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 34
Rapat rutin Komite Etik dan Hukum dilakukan minimal 1 {satu) kali dalam
1 {satu) bulan.
Rapat Komite Etik dan 'Hukum dengan Direktur dilakukan minimal 1 (satu)
kali dalam 3 {tiga) bulan.
Rapat darurat diselenggarakan untuk membahas masalah mendesak
dilakukan sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

Komite Keperawatan
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Masa kerja Komite Keperawatan adalah 3 {tiga) tahun,

Susunan organisasi Komite Keperawatan terdiri dari;

a. Ketua;

b. Sekretaris; dan

¢. Anggota.

Keanggotaan Komite: Keperawatan ditetapkan oleh Direktur dengan
mempertimbangkan sfkap profesional, reputasi dan perilaku.

Jumlah keanggotaan Komite Keperawatan disesuaikan dengan jumiah staf
perawat di Rumah Sakit.

Anggota Komite Keperawatan terbagi ke dalam Subkomite.

| Pasal 36

Ketua Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)
huruf a ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari
tenaga Keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit.

Sekretaris dan Subkomite diusulkan oleh Ketua Komite Keperawatan dan
ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari tenaga
keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit.

Pasal 37

Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai
tugas sebagai berikut:

a.

b.

M W N

Dalam melaksanakan kredensial, antara lain :

. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih;

. melakukan verifikasi persyaratan Kredensial;

. merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan;

. merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis;

. melakukan Kredensial wulang secara berkala sesuai waktu yang
ditetapkan;

6. melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan

untuk diteruskan kepada Direktur.
Dalam memelihara mutu profesi, antara lain :
1. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik;

2. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional
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c. Dalam menjaga disiplix;, etika, dan perilaku profissi, antara lain:

1. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;

2. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;

3. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin  dan
masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan
keperawatan dan kebidanan;

4. merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis; dan

5. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam
asuhan keperawatan dan kebidanan.

Pasal 38

(1) Rapat rutin Komite Keperawatan dilakukan minimal 1 (satw) kali dalam 1
(satu) bulan. '

(2} Rapat Komite Keperawatan dengan semua ketua staf pelawat dan atau
yang mewakilinya dilakukan minimal 1 {satu} kali dalam 3 {tiga) bulan.

(3) Rapat Komite Keperawatan dengan Direktur dilakukan minimal 1 (satu)
kali dalam 3 {tiga) bulan.

(4) Rapat darurat -disclehggarakan_ untuk membahas masalah mendesak
dilakukan sesuai kebutuhan.

- Pasal 39
Subkomite Keperawatan yang ada di RSUD Kota Serang terdiri dari :

a. Subkomite Kredensial yang berfungsi melaksanakan kebijakan Komite
Keperawatan di bidang kredensial profesi perawat;

b. Subkomite Mutu Profi=si yang berfungsi melaksanakan kebijakan Komite
Keperawatan di bidang mutu dan profesi perawat; dan

c. Subkomite Etika dan. Disiplin Profesi yang berfungsi melaksanakan
kebijakan Komite Keperéwatan di bidang etika dan disiplin profesi perawat.

Paragraf 4
Komite Mutu

Pasal 40
(1) Komite Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d

Aitvamtrrier sdladby Ty walriavi



b. Sekretaris; dan
¢. Anggota.

(4) Keanggotaan Komite Mutu  ditetapkan oleh Direktur dengan
mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku;

(5) Jumlah keanggotaan Komite Mutu disesuaikan dengan jumlah staf
perawat di Rumah Sakit;

{6) Anggota Komite Mutu terbag) ke dalam Subkomite.

Pasal 41

Komite Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 memilki tugas sebagai

berikut: _

a. menyusun kebijakan dan strategi dan membuat program Manajemen Mutu
dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

b. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan program
penjamin mutu dan keselamatan pasien;

c. mengevaluasi terhadap implementasi standar operasional prosedur
pelayanan dan administrasi, program penjamin mutu serta menjalankan
peran dan melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, monitoring, dan
evaluasi implementasi program keselamatan pasien rumah sakit;

d. menyusun dan menyosialisasikan laporan hasil pencapaian program
penjamin mutu dan kesélamatan pasien;

e. melakukan koordinasi dengan umit terkait dalam RCA (Root Cause Analysis)
dan FMEA (Failure Mode Effect Analysis),

f memproses laporan insiden Kkeselamatan pasien (eksternal} ke KKPRS
PERSI;

g mengkoordinir .investigési dan masalah terkait Kondisi Potensial Cedera
(KPC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian
Tidak Diharapkan (KTD), dan Kejadian Sentinel;

h. secara berkala membuat laporan kegiatan ke Direktur.

| Pasal 42
(1) Rapat rutin Komite Mutu dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan.

{2} Rapat Komite Mutu dengan Direktur dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam
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| Pasal43
Subkomite Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) terdiri dari :
a. Subkomite Peningkatan Mutu yang berfungsi melaksanakan peningkatan
mutu pelayanan Rumah Sakit;
b. Subkomite Keselamatan Pasien yang berfungsi melaksanakan peningkatan
keselamatan pasien Rumah Sakit; dan
c. Subkomite Manajemen Risiko yang berfungsi melaksanakan penilaian risiko
terhadap proses pelay;anan_ yang berlangsung di Rumah Sakit sebelum
terjadinya insiden.
Paragraf 5
Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pasal 44

(1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dibentuk oleh Direktur.

(2) Masa kerja Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah 3 (tiga)
tahun. _

(3) Susunan organisasi Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi terdiri
dari:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
¢, Anggota.

{4) Keanggotaan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur.

(5) Jumlah keanggotaan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
disesuaikan dengan jurhlah staf medis di Rumah Salat.

{6) Selain susunan Orgeuiisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dapat
dibentuk Subkomite Etik Penelitian sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 45
Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 memiliki tugas sebagai berikut :
a. menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan pencegahan dan
pengendalian infeksi;
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menyusun program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan

mengevaluasi pe]aksahaan program tersebut;

melakukan investigasi masalah atau kejdian luar biasa HARs (Healthcare

Associated Infections);

memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara

pencegahan dan pengendalian infeksi;

memberikan konsultasi pada petugas kesehatan Rumah Sakit dan fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya dalam Pencegahan dan Pengendalian Infekst;

mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip

Peneegahan dan Pengendalian Infeksi dan aman bagi yang menggunakan;

mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk

meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit dalam

Peneegahan dan Pengendalian Infeksi;

melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan;

berkoordinasi dengan wunit terkait lainnya dalam hal pencegahan dan

pengendalian infeksi rumah sakit, antara lain:

1. Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba dalam penggunaan antibiotika
yang bijak di Rumah Sakit berdasarkan pola kuman dan resistensinya
terhadap antibiotika dan menyebarluaskan data resistensi antibiotika;

2. Tim kesehatan dan keselamatan kerja untuk menyusun kebijakan;

3. Tim keselamatan pasien dalam menyusun kebijakan clinical governance
and patient safity.

mengembangkan, mehgimplementasikan dan secara periodik mengkaji

kembali rencana manajemen Pencegahan dan Pengendalian Infieksi apakah

telah sesuai kebijakan mana jemen Rumah Sakit;

. memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan

pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan

alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip Pencegahan dan

Pengendalian Infeksi,

menentukan sikap pénutupan ruangan rawat bila diperlukan karena

potensial menyebarkan infieksi;

melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang

dari standar prosedur /monitoring surveilans proses;

melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan
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Pasal 46

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 memiliki fungsi:

a menjalankan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi serta menyusun
kebijakan pencegahari dan pengendalian infeksi termasuk pencegahan
infeksi yang bersumber dari masyarakat berupa Tuberkulosis, HIV (Human
Immunode ficiency Vm;s), dan infeksi menular lainnya.

b. menyelenggarakan tata kelola Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang
baik agar mutu pelayanan medis serta keselamatan pasien dan pekerja di
Rumah Sakit terjamin dan terlindungi.

_ Pasal 47
(1) Rapat rutin Komite :_ Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dilakukan
minimal 1 (satu} kali dalam 1 {satu) bulan.
(2) Rapat Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dengan Direkiur
dilakukan minimal 1 (satu} kali delam 3 {tiga) bulan.
(3} Rapat darurat diselenggarakan untuk membahas masalah mendesak
dilakukan sesuai kebutuhan.

Paragraf 6
Komite Farmasi dan Terapi

Pasal 48

(1) Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf { dibentuk oleh Direktur.

(2) Masa kerja Komite Farmasi dan Terapi adalah 3 (tiga) tahun.

(3) Susunan organisasi Komite Farmasi dan Terapi terdiri dari:
a, Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

{4) Keanggotaan Komite Farmasi dan Terapi diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur.

(9) Jumlah keanggotaan Farmasi dan Terapi disesuaikan dengan jumlah staf
medis di Rumah Sakit.
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Pasal 49

Komite Farmasi dan Teré_pi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memiliki

tugas sebagai berikut :

a meninjau penggunaan obat-obatan/Drug Utilization Review di Rumah Sakit
guna mendorong pelaksanaan standar terapi secara rastonal;

b. menyusun Formularinm Rumah S8akit dan menyebarluaskannya kepada
pemangku kepentingan terkait;

<. menyusun kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat, penggunaan obat
serta evaluasinya,

d. melaksanakan pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penggunaan obat
terhadap pihak-pihak terkait;

e. mengumpulkan dan meninjau laporan tentang Efek Samping Obat (ESO);

f. meninjau kepatuhan penggunaan obat-obatan dalam formularium rumah
sakit dan formularium nasional.

Pasal S0

Komite farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memiliki

fungsi:

a. pemberi rekomendasi kepada Pimpinan Rumah Sakit untuk mencapai
budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional;

b. pemberi rekomendasi kepada staf medis fungsional dan manajemen RSUD
Kota Serang untuk s€luruh masalah yang berkaitan dengan penggunaan
obat-cbatan; :

c. pemberi rekomendasi kepada instalasi farmasi dalam mengembangkan
tinjavan terhadap kebijakan dan peraturan mengenai penggunan obat di
RSUD Kota Serang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

d. mengelola program pelaporan adanya Efek Samping Obat (ESO) maupun
Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan (ROTD);

e. pemberi informasi mengenai ilmu pengetahuan terbaru yang berhubungan
dengan obat dan penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan

Pasal 51
(1) Rapat rutin Komite Farmasi dan Terapi dilakukan minimal 1 (satu) kali
dalam 1 {satu) bulan.
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Paragraf6
Komite Tenaga Kesehatan Lain

Pasal 52

(1) Komite Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat {2) huruf g dibentuk oleh Direktur.

(2) Masa kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain adalah 3 (tiga) tahun,

{3) Susunan organisasi Komite Tenaga Kesehatan Lain terdiri dari
a. Ketua;
b, Sekretaris; dan
¢. Anggota.

(4) Keanggotaan Komite Tenaga Kesehatan Lain diangkat dan diberhentikan
oleh Direktur. '

{5) Jumlah keanggotaan Komite Tenaga Kesehatan Lain disesuaikan dengan
jumlah staf medis di Rumah Sakit.

{6} Selain susunan orgahisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dibentuk Subkomite Tenaga Kesehatan Lain sesuai dengan kebutuhan.

Komite Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

memiliki tugas sebagai berikut :

a, melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa tenaga
kesehatan yang akan melakukan pelayanan di Rumah Sakit kredibel dan
profesional;

b. mendapatkan dan memastikan tenaga keschatan yang profesional dan
akuntabel bagi pelayanan di Rumah Sakit;

¢. menyusun jenis-jenis kewenangan kerja klinis bagi setiap tenaga keschatan
yang melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit sesuai dengan cabang
ilmu yang ditetapkan oleh Kolegium Tenaga Kesehatan di Indonesia;

d. menetapkan dasar untuk menerbitkan penugasan kerja klinis bagi setiap
tenaga keschatan untuk melakukan pelayanan di Rumah Sakit; dan

e, menjaga reputasi dan Kkredibilitas para tenaga keschatan dan institusi
Rumah Sakit di hadapan masyarakat.
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a. mempertahankan da:': menmingkatkan profesionalisme pelayanan yang
diberikan oleh tenaga yang kompeten sesuai kewenangannya;

b. meningkatkan mutu 'prbi? esi tenaga kesehatan;

¢. menegakkan etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan; dan

d. melaksanakan Kredensial tenaga kesehatan di rumah sakit.

| Pasal 55

(1) Rapat rutin Komite Ténaga Kesehatan Lain dilakukan minimal 1 {satu) kah
daiam 1 (satu) bulan.

(2) Rapat Komite Tenaga Kesehatan Lain dengan Direktur dilakukan minimal
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(3) Rapat darurat diselénggarakan untuk membahas masalah mendesak
dilakukan sesuai kebutuhan,

Pasal 56
Subkomite Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (6) terdiri dari: '_
a. Subkomite Kredensial;
b. Subkomite Mutu; dan
¢. Subkomite Etika dan Disiplin Profiesi.

Bagian Ketujuh

Instalasi

Pasal 57

(1} Instalasi adalah unit penyelenggarasan pelayanan fungsional di Rumah
Sakit. :

(2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur.

{3) Instalasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor,
mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelayanan.

(4) Perubahan, pen:ambahan, atau pengurangan jumlah dan jenis penamaan
instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan kebutuhan

[P
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Bagian Kedelapan
. Satuan Pengawas Internal

| Pasal 58
Satuan Pengawas Int?erna] adalah satuan kerja fungsional yang bertugas
melaksanakan pemeriksaan di internal Rumah Sakit.
Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit,
menilai pengendalian,rz pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit

serta memberikan saran-saran perbaikannya.

Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.

Bagian Kesembilan

Dewan Pengawas

_ Pasal 59
Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh Walikota Serang;
Pembentukan dan susunan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan

dengan Keputusan Walikota Serang;

Dewan Pengawas terdiri atas:

a. unsur pemilik;

b. unsur organisasi 'prbﬁcsi bidang kesehatan;

¢. unsur asosiasi perumahsakitan; dan

d. unsur tokoh masyarakat.

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun

dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya jika

memenuhi Kriteria yang ditetapkan,;

Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Dewan

Pengawas, yaitu: |

a. memiliki dedikasi dan memahami permasalahan berkaitan dengan
kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugasnya;

b. memiliki kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya
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Dewan Pengawas 'b;:rtugas melakukan pembinaan dan pengawasan
internal yang bersifat nonteknis pada rumah sakit, serta memberikan
nasihat terhadap pehgeiolaan Rumah Sakil kepada pejabat pengelola
Rumah Sakit. |

Dewan Pengawas :méjlaporkan tugasnya secara berkala paling sedikit 6
(enam} bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada
Pemerintah Daerah;

Segala biaya yang diperiukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas dan honorarium atau imbalan Dewan Pengawas dibebankan

pada kemampuan Rumah Sakit,

BABV
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Umum

. Pasal 60
Dalam melaksanakanf tugasnya, Direktur wajib menerapkan koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Kota Serang
maupun dengan instansi terkait lainnya.
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD Kota Serang waijib
mengawasi pelaksanéan tugas bawahannya masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD Kota Serang
bertanggung jawab - memimpin dan mengoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi

pelaksanaan tugas bawahannya,

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 61
Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok fungsional di lingkungan

TOIOTFTITY I7m it o i s oot e ma ¥ o g ® W ks .
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(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dan kelompok
fungsional dari 'bawaﬁannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut, juga dalam rangka memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

(3) Direktur menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Kepala Dinas
Kesebatan. 3

Bagian Ketiga
Hak Mewakili
_ Pasal 62

Apabila seorang pimpiném unit organisasi dan kelompok fungsional di

lingkungan RSUD Kota Serang berhalangan melaksanakan tugas, maka yang

bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah di

bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan unit organisasi yang

bersangkutan. :

Bagian Keempat
Rapat

Pasal 63

(1} Pejabat struktural wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} membicarakan hal-hal
yang berhubungan deﬁgan Rumah Sakit sesuai dengan tugas, kewenangan
dan kewajibannya.

(3} Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak
tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.

(4) Setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

BAB VI
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
(MEDICAL STAFF BYLAW.S)
Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 64
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Tujuan dari Peraturan Internal Staf Medik meliputi:

a. tercapainya kerjasama yang baik antara staf medik dengan pemilik
Rumah Sakit .atal.:; yang mewakili dan antara staf medis dengan
Direktur; é

b. tercapainya sinergisme antara manajemen dan profesi medis untuk
kepentingan pasien;

c. terciptanya tanggung jawab staf medik terhadap mutu pelayanan medis
di Rumah Sakit;

d. untuk memberikan dasar hukum bagi mitra bestari (peer group) dalam
pengambilan keputusan profesi melalui Komite Medik yang dilandasi
semangat bahwa hanya staf medik yang kompeten dan berperilaku
profesional saja yang boleh melakukan pelayanan medis di RSUD Kota
Serang, '3

Bagian Kedua
Staf Medis Fungsional

. Pasal65
Staf Medis Fungsional adalah dokter yang bekerja di bidang medis dalam
Jjabatan fungsional, terdm atas:
a. dokter umum; |
b. dokter spesialis;
c. dokter gigi; dan
d. dokter gigi s;pes-ialisj_
Staf Medis Fu-ngsiona.l:. dapat bekerja di RSUD Kota Serang sebagai dokter
purna waktu dan/atali dokter paruh waktu dan/atau dokter tamu.
Staf Medis Fungsional mempunyat tugas melaksanakan diagnosis,
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan
kesehatan, pen_yulu’han, pendidikan, pelatihan, penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional menggunakan
pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Ketiga
Kewenangan Klinis {Clinical Privilege)
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(2) Pembatasan Kewenangan Klinis ini dapat dipertimbangkan bila anggota
Stal Medis Fungsional tersebut dalam pelaksanaan tugasnya di RSUD Kota
Serang dianggap tidak sesuai dengan standar pelayanan medis dan
standar operasional prosedur, dapat dipandang dari sudut kinerja klinik,
sudut etik dan disipliﬁ proficsi medis dan dari sudut hukum;

(3} Pencabutan Kewenah_gan Klinis dilaksanakan oleh Direktur atas
rekomendasi Komite Medik yang berdasarkan usulan dari Subkomite Etika
dan Disiplin Profesi dan Subkomite Kredensial.

(4) Pencabutan Kewenangan Klinis dilaksanakan apabila:

a. adanya gangguan késehatan (fisik dan mental);
b. adanya kecelakaan .}xledis yang diduga karena inkompetensi;
c. mendapat tindakan 'fdisiplin dari Komite Medik.

{5} Pemberian Kewenangan Klinis ulang dapat diberikan setelah yang
bersangkutan memenuhi syarat dengan mengikuti prosedur Rekredensial
dari Subkomite Kredensial Komite Medik.

Bagian Keempat

Peraturan Tata Kelola Klinis

| Pasal 67

Untuk melaksanakan tata kelola klinis diperlukan aturan-aturan profiesi bagi

staf medis fungsional secara tersendiri, antara lain:

a. pemberian pelayanan medis dengan standar profesi, standar pelayanan, dan
standar operasional prosedur serta kebutuhan medis pasien;

b. kewajiban merujuk pasien kepada dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau
dokter gigi spesialis yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih
baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

c. kewajilban menjaga rahasia medis pasien bahkan juga setelab pasien itu
meninggal dunia, kecuali dalam rangka penegakan hukum atau
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. kewajiban melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan,
kecuali bila diyakini ada orang lain yang bertugas dan mampu
melakukannya;

e. kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
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g kewajiban untuk memberikan penjelasan secara lengkap kepada pasien
sebelum persetujuan tmdakan disetujui pasien (in formed consent),

h. kewajiban membuat rekam medis dan mematuhi petunjuk pelaksanaanya;

i kewajiban menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya;

j- kewajiban untuk mematuhi kciai_jakan. Rumah $Sakit tentang obat dan
formularium Rumah Sakit.

BABVI
KERAHASIAAN INFORMASI MEDIS

Bagian Pertama

Informasi Medis

| Pasal 68
Setiap pegawai RSUD Kota Serang wajib menjaga kerahasiaan informasi
tentang pasien.
Kerahasiaan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hanya dapat
diberikan berdasarkan atas permintaan pasien dan/atau sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
‘Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal69
(1) Hak pasien meliputi : -

a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peratuwran di RSUD
Kota Serang;

b. ‘memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
memperoleh layanén keschatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa
dikriminasi;

d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar
profesi dan standar operasional prosedur;

e. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapat;
memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di RSUD
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mendapatkan pI'iVé.Si dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk
data-data medisnya;

mendapat mﬁormas1 yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan
medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan
komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan
yang dilakukan scf‘ta perkiraan biaya pengobatan;

memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan
dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

menjalankan ibadéh sesugi agama atau Kepercayaan yang dianutnya
selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;

memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam
perawatan di Rumah Sakit;

mengajukan usul,j'_ saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit
terhadap dirinya;

menolak pelayanaﬁ bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama
dan kepercayaan yang dianutnya;

menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit
diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik
secara perdata ataupun pidana, dan

mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan
standar pelayanan. melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pasien melif)uti :

a. mematuhi ketentuan peraturan di Rumah Sakit;

b. menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab;

C.

menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan
serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit ;

. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan.
kemarmpuan dan pehgctahuannya tentang masalah kesehatannya;
. memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan
kesehatan yang dimilikinya;

mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan
di Rumah Sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah
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menerima segala konseKuensi atas keputusan pribadinya untuk

menolak rencana tcferapi yang direkomendasikan oleh tenaga keschatan
dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga
kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya;
dan ’

memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Bagian Ketiga
‘Hak dan Kewajiban Dokter

Pasal 70

Hak dokter meliputi: -

a.

d.

memperoleh perliridungan hukum sepanjang melaksanakan tugas
sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur;

. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar

operasional prosedur;

. memperoleh -Mﬁorrhasi yang lengkap dan jujur dari pasien atan

keluarganya; dan

menerima imbalan jasa.

Kewajiban dokter meliputi :

a.

C.

memberikan pelayanan medis sesuail dengan standar profesi dan standar
operasional prosed_u} serta kebutuhan medis pasien;

. merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau

kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu
pemeriksaan atau pengobatan;
merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan

juga setelah pasien itu meninggal dunia;

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali

c.

bila dokter tersebut yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu
melakukannya; dan

menambah ilmu }iengctahuaxl dan mengikuti perkembangan imu
kedokteran.,

Baglan Keempat
Hak dan Kewajiban Rumah Sakit
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a. menentukan jumlairl, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai
dengan Klasifikasi Rumah Sakit dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi/jasa
pelayanan, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundahg—undang.an;

c¢. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan
pelayanan; 5

d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

€. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;

f mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan; _

Kewajiban Rumah Sakit meliputi :

a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumsh Sakit

kepada masyarakat;

b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutuy, antidiskriminasi,
dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan
standar pelayanaﬁ Rumah Sakit;

c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pe!ayhnannya;

d. berperan aktif da.lém memberikan pelayanan kesehatan pada bencana,
sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu
atau miskin;

f melaksanakan fung81 sosial;

g membuat, mclakéa‘makan, dan menjaga standar mutu pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;

h. menyelenggarakan rekam medis;

1 menyediakan sarana dan prasarana umum yvang layak meliputi sarana
ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita
menyusi, anak—ahak, lanjut usia;

melaksanakan sistem rujukan;

bt

k menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi
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n. melaksanakan etil«’_i:a Rumah Sakit;
memiliki sistem pénoegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;

p. melaksanakan pré)gram pemerintah di bidang kesehatan baik secara
regional maupun lii\lasional;

q. membuat daftar 'tf;!naga medis yang melakukan praktik kedokteran atau
kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;

r. menyusun dan mélaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital
bylaws); ;

s. melindungi dan zfnem'berikan bantuan hukum bagi semua petugas
Rumah Sakit dalarln melaksanakan tugas; dan

t  memberlakukan sfeluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan
tanpa rokok.

Selain  kewa jiban seli;agaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit

mempunyai kewajibaﬁ mengupayakan:

a keamanan dan pembatasan akses pada unit kerja tertentu yang

memerlukan pengar_;'lanan khusus; dan

b. keamanan pasien, pengunjung, dan petugas di Rumah Sakit.

: BAB VIIi
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
| Bagian Kesatu
Pegawai
Pasal 72
Penyelenggaraan pels;yanan di RSUD Kota Serang dilaksanakan oleh
tenaga rumah sakit yang meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan,
tenaga kefarmasian, ienaga kesehatan lainnya, tenaga manajemen, dan
tenaga Nonkcsehatan;?;

Tenaga rumah sakit s;ebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PNS
dan pegawai Non-PNS:

Bagian Kedua
Pengangkatan Pegawai

Pasal73
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Pengangkatan pegawt';ti berstatus Non-PNS dilakukan berdasarkan pada
prinsip efisiensi, ekén-omis dan produktif dalam rangka peningkatan
pelayanan, dan dipekéxjakan berdasarkan konirak;

Mekanisme pengang?katan pegawai berstatus Non-PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD
Kota Serang. 5

| Bagian Ketiga
- Penghargaan dan Sanksi

Pasal 74

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas, rumah sakit memberikan

penghargaan bagi pegawai yang mempunyai Kinerja baik dan sanksi bagi
pegawai yang tidak memenuhi atan melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan.,

(1)

()

)

Pasal 75

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai berstatus PNS dapat

berupa:

a. kenaikan pangkat dengan sistem reguler dan kenaikan pangkat pilihan;

b. kenaikan gaj berkala; dan

c. usulan mendapatk{:m penghargaan dari pemerintah.

Kenaikan pangkat reé‘uler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

adalah penghargaan :fyan,g diberikan kepada PNS yang tidak menduduki

jabatan struktural ate{u jabatan fungsional tertentu, termasuk PNS yang:

a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan
struktural atau jabétan fungsional tertentuy;

b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk
dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan
persamaan eselonnya atau jabatan fungional tertentu.

Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan

struktural atau jabatan fungsional tertentu.
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Pasal 77

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diberikan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Disiplin PNS dan bagi pegawai Non-

PNS diberikan sesuai denéc;an ketentuan peraturan dalam perjanjian kontrak.

{1)

(2

(3)

(1)

: Bagian Keempat
‘Rotasi dan Mutasi Pegawai

Pasal 78
Rotasi Pegawai PNS merupakan pemindahan pegawai secara sistematik
dari satu jabatan ke jabatan lain yang dilaksanakan dengan tujuan untuk
peningkatan kinerja pegawai dengan adanya suasana kerja pada
lingkungan tugas baru dan petigembangan karier pegawai.
Rotasi Pegawai Non—PNS adalah pemindahan pegawai yang dilaksanakan
dengan tujuan untuk peningkatan kinerja pegawai dengan adanya suasana
kerja dan lingkungan ‘tugas baru, serta pengembangan Karir pegawai yang
dilaksanakan atas pertimbangan Direktur;
Rotasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. penempatan seseoréng pada pekerjaan sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan keterampilannya;
b. masa kerja pada suatu unit kerja tertentu;
C. pengalaman seseorang pada bidang tugas tertentu di masa laly;
d. penempatan pegawai pada bidang tugas tertentu untuk menunjang karir
pegawai yang bersangkutan;
e. kebutuhan Rumah Sakit; dan
f. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Kelima

Pembinaan Pegawai

_ Pasal 79
Pembinaan pegawai diselenggarakan untuk meningkatkan kegiatan

pengembangan sumber daya manusia, penegakan disiplin dan penilaian
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{3) Pegawai yang melangghr disiplin pegawai, akan diberi sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pegawai

Pasal 80

(1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan;

(2) Pemberhentian pegawai berstatus Non-PNS didasarkan pada ketentuan

Perjanjian Kontrak Kerja.

| BABIX
TATA KELOLA KEUANGAN RSUD
| Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan

Pasal 81

Sumber pendapatan pelayanan kesehatan yang diterima oleh RSUD Kota
Serang terdiri atas:

a,
b.
C.

(1)

)

retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah;

jaminan kesehatan daerah Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota;
jaminan persalinan berdasarkan dana jaminan persalinan yang telah
dialokasikan oleh pemerintah;

jaminan kesehatan daerah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan

Gubernur Banten dan Perjanjian Kerja sama dengan Dinas Kesehatan
Provinsi Banten; dan

jaminan kesehatan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan.

| Pasal 82
Pungutan pada sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81 tidak dapat diborongkan.
Pemungutan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
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(3) Pejabat fungsional E536bagc':lirn:amssl_ dimaksud pada ayat (2) disebut
Bendahara Penerimaan yang selanjutnya akan ditunjuk oleh Direktur
dengan Keputusan Direktur RSUD Kota Serang.

Pasal 83
Bendahara Penerimaan ‘menyetorkan hasil pemungutan terhadap sumber
pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 secara bruto ke kas
daerah melalui rekening kas umum daerah.

| Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 84

(1) Pendapatan yang diterima oleh RSUD yang berasal dari retribusi pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a
merupakan retribusi atas pelayanan keschatan yang diberikan oleh RSUD
Kota Serang. _

(2) Subjek retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Serang merupakan
orang pribadi atan badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada
RSUD Kota Serang. .

{3) Objek retribusi pelayanan kesehatan merupakan pelayanan keschatan
yang diberikan oleh RSUD Kota Serang.

{4) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis
pelayanan yang diberikan kepada pasien.

(©) Besarnya tarif :retxiﬁusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 85
Penerimaan terhadap tarif retribusi pelayanan kesehatan yang telah
disetorkan ke kas daerah dikembalikan ke RSUD Kota Serang sesuai dengan
capaian realisasi jasa pelayanan.

Bagian Ketiga
Jaminan Kesehatan Daerah

Pasal 86

(1) Pendapatan yang diterima oleh RSUD Kota Serang yang berasal dari

- -« - - n . L
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(2) Tyjuan jaminan keseihatan daerah untuk melindungi masyarakat tidak
mampu yang tidak fmerniliki jaminan kesehatan untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan di RSUD Kota Serang yang Syarat dan ketentuannya
telah diatur dalam ﬁPefaturan Walikota tersendiri.

Pasal 87

(1} Tata cara pemanfaatan dan pengajuan klaim pelayanan keschatan di
RSUD Kota Serarig pada sistem Jaminan Kesehatan Daerah
diselenggarakan berdasarkan kiaim RSUD Kota Serang,

(2) Pola dan besarnya pembayaran kepada RSUD Kota Serang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan berdasarkan klaim dan tarif dari RSUD Kota Serang.

(3) Batas waktu pengajuén klaim dari peserta Penerima Bantuan Iuran dan
RSUD Kota Serang kepada Dinas Kesehatan paling lama 3 (tiga) bulan
setelah mendapatkan pelayanan kesehatan.

(4) Setiap pemanfastan dan pengajuan klaim diajukan oleh peserta Penerima
Bantuan Iuran dan RSUD Kota Serang dengan mengikuti ketentuan tata
cara pemanfaatan dan pengajuan klaim yang diatur dalam Peraturan
Walikota tersendiri.

Pasal88
Penerimaan hasil pemanfaatan dan pengajuan klaim Jaminan Kesehatan
Daerah yang telah disetorkan ke kas daerah dikembalikan ke RSUD Kota

Serang sesuai dengan capaian realisasi jasa pelayanan.

Bagian Keempat

Jaminan Persalinan

_ Pasal 89
(1} Pendapatan yang diterima oleh RSUD Kota Serang yang berasal dari
Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf
¢ merupakan pemberian pelayanan kesehatan di RSUD Kota Serang
kepada ibu bersalin miskin dan tidak mampu di daerah.
(2} Tujuan Jaminan Persalinan, untuk meningkatkan akses pelayanan
kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir dengan
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. Pasal 90

(1) Besaran tarif terhadaﬁ pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (3) dialokasikan dalam dana Jaminan Persalinan yang
merupakan bagian dari dana alokasi khusus nonfisik yvang dialokasikan
untuk Dinas Kesehatan.

(2) Pembayaran Jaminan Persalinan dilakukan dengan mekanisMe pengajuan
dana ke Dinas Kesehatan oleh RSUD Kota Serang.

(3} Pengajuan pembayar&in Jaminan Persalinan dilakukan setiap bulan secara
regular paling lambat tanggal 3 (tiga} bulan berikutnya.

_ Pasal 91
Penerimaan hasil pembayaran Jaminan Persalinan yang telah disetorkan ke
kas daerah seluruhnya dikembalikan ke RSUD Kota Serang.

Bagian Kelima

Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Banten

| Pasal 92

(1) Pendapatan yang diterima oleh RSUD Kota Serang yang berasal dari
Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (1) Zhliruf d adalah pemberian pembiayaan kesehatan di
RSUD Kota Serang kei:.-ada masyarakat miskin di daerah Provinsi Banten.

(2} Tujuan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Banten, untuk meningkatkan
kualitas kesechatan Iliasyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan
kesehatan bagi .maSYarakat miskin yang syarat dan ketentuannya telah
diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Banten.

(3) Jenis pelayanan keschatan yang diberikan kepada masyarakat miskin
melalui Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Banten diatur dalam

Peraturan Gubernur Provinsi Banten.

Pasal 93
(1) Pola dan besaran tarif yang digunakan dalam melakukan pelayanan
kesehatan sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) berdasarkan
pola pembayaran Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s) yang

berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan.
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: Pasal 94
Penerimaan hasil pemba!'yaran Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Banten
yang telah disetorkan ke kas daerah dikembalikan ke RSUD Kota Serang
sesuai dengan capaian :re;;a]isasi jasa pelayanan dengan mengkonversikan tarif
pada INA-CBG’s ke dalam tarif pada retribusi pelayanan kesehatan RSUD Kota
Serang dengan batas maksimal 50% (ima puluh persen).

Bagian Keenam

Jaminan Kesehatan Nasional

_ Pasat 95

(1) Pendapatan yang diterima oleh RSUD Kota Serang yang berasal dari
Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat
(1) huruf e merupakah pelayanan kesehatan di RSUD Kota Serang kepada
peserta Jaminan Kesehatan nasional.

(2) Tujan pelaksanaan ~Jaminan Kesehatan Nasional untuk memberikan
perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan
dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar keschatan yang diberikan
kepada setiap orang yang telah membayar iuran dengan syarat dan
ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

(3) Jenis pelayanan kes}.ehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan
Kesehatan Nasional berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan,

: Pasal 96

(1) Tata cara pemanfaatan dan pengajuan klaim pelayanan kesehatan di
RSUD Kota Scrang pada sistem Jaminan Kesehatan Nasional
diselenggarakan berdasarkan klaim RSUD Kota Serang.

(2) Pola dan besarnya pembayaran kepada RSUD Kota Serang ditetapkan
berdasarkan pola pembayaran Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s)
yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan.

(3) Pengajuan klaim dilakukan setiap bulan secara regular paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan.

(4) Setiap pemanfaatan dan pengajuan klaim diajukan oleh peserta Jaminhan
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_ Pasal 97
Penerimaan hasil pemaﬁfaatan dan pengajuan klaim Jaminan Kesehatan
Nasional yang telah diseétorkan ke kas daerah dikembalikan ke RSUD Kota
Serang — sesuai dengaﬁ capaian realisasi jasa pelayanan dengan
mengkonversikan tarif pa'da INA-CBG’s ke dalam tarif pada retribusi pelayanan
keschatan RSUD Kota Serang dengan batas maksimal 50% (lima putuh

persen).

Bagian Ketujuh
Penganggaran Jasa Pelayanan

: Pasal 98

(1) Penerimaan RSUD Kota Serang yang berasal dari sumber pendapatan yang
dikembalikan ke RSUD Kota Serang direncanakan untuk dianggarkan
setiap tahun dalam Rencana Kerja Anggaran RSUD Kota Serang.

(2} Penganggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
50% (lima puluh persén) dari jumlah seluruh sumber pendapatan.

(3) Dalam hal terdapat ;kekuranga_n penganggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), maka dapat dianggarkan kembali pada Rencana Kerja
Anggaran Perubahan. -

(1) Pengembalian terhadap sumber pendapatan ke RSUD Kota Serang
dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

(2) Dalam hal terdapat? kekurangan jumlah pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam 3 (tiga) bulan terakhir setiap tahunnya,
dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Jasa Pelayanan

. Pasai 100
(1) Penerimaan RSUD Kota Serang yang berasal dari sumber pendapatan di
RSUD Kota Serang disetorkan secara bruto ke kas daerah melalui rekening
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembalikan
kepada RSUD Kota Serang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran RSUD Kota Serang setiap tahunnya yang dipergunakan untuk
jasa pelayanan dan méningkatkan sumber daya manusia.

{3} Jika terjadi kekurangan alokasi anggaran dalam Dokumen Peclaksanaan
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan djalokasikan
dalam anggaran perubahan.

Pasal 101
{1) Pola dasar proporsi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat {2) sebagai berikut:
a.sehesar 60% (enarh puluh persen} untuk insentif instalasi pemberi
pelayanan langsung sesuai pendapatan komponen jasa pelayanan di
instalasi yang 'bersahgkutan;

b.sebesar 40% (empat puluh persen) umntuk insentif pelayanan tidak
langsung.
(2) Penerima jasa pelayanan pemberi pelayanan langsung sesuai hasil
pembagian jasa pelayanan yang disusun oleh Tim Pemanfaatan dan
Pembagian Jasa Pelayanan RSUD Kota Serang yang ditetapkan dengan
Keputusan Direktur, diberikan kepada:
a.dokter yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang
telah dilaksanakan;

b.tenaga 'keperawatanf dan tenaga keschatan lainnya yang Kinerjanya tidak
dapat dinilai secara individu,

c.pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS yang tugasnya memberikan pelayanan
kepada pasien.

(3) Penerima jasa pelayanan pemberi pelayanan tidak langsung, diberikan
kepada:

a. Pejabat Struktural sesuaj dengan jenjang esselonering dan beban kerja;

b. Pejabat Fungsional dengan menggunakan sistem indeksing; dan

e. Pegawai RSUD Kota Serang yang secara tidak langsung membantu
dan/atau memungkinkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh
pemberi pelayanan langsung di instalasi dengan menggunakan sistem
indeksing.
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| Bagian Kesembilan
Pélaporan Pertanggungjawaban

| Pasal 102

(1} Bendahara Pcncrima:%m mempertanggungjawabkan secara administratif
atas pengelolaan Zkeuaéngan pada RSUD Kota Serang;

{2) Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan retribusi pelayanan kesehatan setiap bulan kepada Direktur;

(3) Direktur menya.tnpe.ikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
pengelolaan .keuangarf selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

(4) Kepala Perangkat Daérah yang menyelenggarakan Urusan pemerintah di
bidang pengelolaan kéuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan retribusi RSUD Kota Serang kepada Walikota.

Bagian Kesepuluh

Pembinaan dan Pengawasan

| Pasal 103
Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Serang.

KETENTUANPENUTUP

; Pasal 104
(1) Tata Kelola RSUD Kéta Serang akan dilakukan evaluasi secara berkala
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(@ Dalam hal dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat hal yang sudah tidak sesuai, akan dilakukan perbaikan dan
penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 106
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan yang

harlrattart cddoarmaars merioralrmdmemey FTHITITY Frmdem Qoasetrer odtrwvvrmtomlrmts +vrocn s ot e e



58

| Pasal 107
Peraturan Walikota ini 'bexf'laku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota 1ni dengan penexhpatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggalé Juni 2022
WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Juwi 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

BERITA DAERAH KOTA éﬁERANG TAHUN 2022 NOMOR 216



